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ABSTRAK - bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan 

bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu 

dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui 

penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; 

 

- bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin 

mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih 

menjangkau dan mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat, sehingga retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan perlu diganti; 

 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

   

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota 

Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4247); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4532); Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 

Nomor 19). 

  

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang nama, objek, 

subjek, golongan; cara mengukur tingkat penggunaan 

jasa; prinsip dan sasaran; struktur dan besarnya tarif; 

wilayah pemungutan; tata cara pemungutan; tata cara 

pembiayaan; sanksi administratif; tata cara penagihan; 

pengurangan, keringanan, pembebasan; keberatan; 

pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluwarsa; 

penghapusan piutang retribusi; insentif pemungutan; dan 

pemanfaatan. 

 

CATATAN  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 22 April 2019 

  -  Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 22 April 

2019 


